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PENDAHULUAN

E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan
informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan
pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi
publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses
kepemerintahan yang demokratis.

Seiring dengan berkembangnya dunia teknologi, system e-government ini menjadi suatu
hal yang penting bagi para pemerintah. Selain memudahkan dalam hal komunikasi serta informasi,
system ini juga berpengaruh besar terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan
pembangunan di kota itu sendiri seperti kota Sidoarjo.

PEMBAHASAN

Penggunaan e-government ini dapat di aplikasikan kedalam perencanaan tata
pemerintahan yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat, pembuatan kebijakan dan
manajemen pengetahuan, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, efisiensi dan
pengelolaan sumber daya.

(Gatti, 2002), mendefinisikan E-Government sebagai modernisasi "administrasinegara”
dengan menggunakan teknologi komputer. Abramson dan Sarana, (2001) mendefinisikan E-
Government sebagai informasi pemerintah digital atau cara menarik dalam transaksi digital dengan
masyarakat(warga dan bisnis) dan karyawan. Sedangkan Durrant (2002) mendefinisikan E-
Government sebagai "komitmen permanen oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan antara
warga negara swasta dan sektor publik melalui peningkatan, hemat biaya dan pengiriman efisien
layanan, informasi dan pengetahuan *.

Untuk peningkatan pelayanan publik seperti penyediaan akses terhadap informasi publik
dan partisipasi masyarakat, pengelolaan situs web pemerintah harus memperhatikan dimensi
kualitasnya. Ada lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan situs
web pemerintah, yaitu kemudahan penggunaan, kegunaan, hiburan, hubungan pelengkap, dan
layanan pelanggan (Loiacono, 2002; Booz Parasuraman, 2005

Selain fokus dalam upaya penerapan e-government, pemerintah juga harus
menyeimbangkan kegunaan e-government dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola
sistus informasi public yang sudah tersedia. Dengan adanya informasi online yang dipublikasikan
seperti website resmi pemerintahan Kabupaten Sidoarjo ini, diharapkan menaikkan tingkat
partisipasi yang terjadi antara dialog masyarakat dan pemerintah. Pada tahap ini pemerintah
memberikan sebuah rencana yang memungkinkan untuk diperbaiki dan dimodifikasi melalui
forum diskusi. Tingkat partisipasi yang terjadi dalam komunikasi dua arah ini hendaknya akan



saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat. Warga dapat berpartisipasi aktif dan
memiliki peran yang sama dengan pemerintah untuk kemitraan dalam pengambilan keputusan atau
kebijakan.

PENUTUP

Bahwa dengan dilakukanya penerapan E-Government di Kabupaten Sidoarjo, system informasi
lebih mudah di akses oleh masyarakat sehingga menghemat waktu dan biaya jika dibandingkan
dengan manual. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan cukup puas dengan penerapan
program ini.
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